BAB 111

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS MENURUT HUKUM

PIDANA ISLAM DAN KUHP
. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas M enurut Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidéarma
a. Pengertiandif'a asy-syar’i(pembelaan syar’i khusuajau daf'u as-salil

(menolak penyerang atau pembelaan diri)

Menurut istilah yang dinamakagaf'u as-sail (menolak penyerang/
pembelaan diri) adalah kewajiban manusia untuk agendirinya atau jiwa
orang lain, atau hak manusia untuk mempertahan&earya atau harta orang
lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggatan penyerangan yang
tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifjgt weupun hak bertujuan
untuk menolak serangan, bukan sebagai hukumasetasgan tersebut sebab
pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuata: penyerang
menjadi tertolak. Dasar pembelaan diri dan menolak penyerangan,

berdasarkan firman Allah SWT
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“Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia
seimbang dengan serangannya terhadapru.”

b. Hukum pembelaan diri

! Abdul Qadir ‘Audahop. cit him. 138
2 QS. Al Bagarah (2): 194



Para fugaha telah sepakat berpendapat bahwa memipekadalah
suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diriiseatdu diri orang lain
dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harndsb Tetapi berbeda atas
hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atauwadk konsekuensinya
apabila membela diri merupakan suatu hak, makaosasg boleh memilih
antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetafd idedosa dalam memilih
salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan keamjihaka seseorang tidak
memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkafly

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepadankastiaon jiwa
atau harta benda. Untuk membela kehormatan, pamaukepakat bahwa
hukumnya adalah wajib. Apabila seorang laki-lakinde memperkosa
seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankamieannya tidak
ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tdrsebajib
membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikaniukJmembela jiwa
para fugaha berbeda pendapat mengenai hukumnyairidenazhab Hanafi
dan pendapat yangjih dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela
jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapaty yaarjuh(lemah) di
dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta peatigangrajih (kuat) di

dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumjaya(boleh) bukan wajib.

¥ Ahmad Hanafipp. cit him. 211.
4 Misalnya, jika ada seorang laki-laki hendak merkpsa wanita, sedang seorang wanita

tidak sanggup menolaknya (membela diri) kecualigdenjalan membunuh, wanita tersebut wajib
membunuhnya jika dia sanggup. Demikian pula jikaraeg lelaki (A) yang melihat lelaki lain (B)
hendak menzinahi wanita, tetapi dia tidak sanggepaagah perzinahan yang menimpa wanita itu
kecuali dengan membunuh si B, maka si A wajib membyika dia sanggup. Wajib adalah suatu
hal dimana orang yang meninggalkannya akan tersetara syara’. Lihat dalam Abul Qadir
‘Audah, op.cit, him. 88.



c. Serangan anak-anak orang gila dan hewan

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bergiapat bahwa
jika seseorang diserang oleh anak-anak, orangdagite hewan maka harus
membela diri. Jadi, jika korban tidak memiliki cdean untuk membela diri
dari serangan mereka kecuali dengan membunuhjdidakiertanggungjawab
baik secara pidana maupun perdata sebab korbanahamnunaikan
kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jieAiipam Abu Hanifah
serta muridnya kecuali Abu Yusuf berpendapat babvemg yang diserang
harus bertanggung jawab secara perdata yaitu demganbayar diat atas
anak-anak, orang gila dan harga binatang yang @ilaimuhnya. Alasannya
adalah karena pembelaan diri dilakukan untuk ménimaak pidana, padahal
perbuatan anak-anak, orang gila dan hewan tidakgdap sebagai tindak
pidana karena binatang tidak berakal.

Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserangyahan
bertanggungjawab atas harga hewan karena perbaatdnkecil dan orang
gila tetap dianggap sebagai tindak pidana. Meskgmmatuhan hukuman atas
keduanya dihapuskan karena keduanya tidak memipkingetahuan
(kecakapan bertindak). Berdasarkan pendapat irpatddikatakan bahwa
menolak serangan anak kecil dan orang gila adadédndkeadaan membela
diri sedangkan menolak serangan hewan merupakasaf&eadarurat yang

memaksa&. Alasan ulama yang mengatakan ditegakannya penmbelaa

® Marsum Jinayat(HPI), Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Ull, Cet2k&989, him.
168.

®Abul Qadir ‘Audah,op. cit him. 141,dharurat adalah situasi yang dikhawatirkan dapat
menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dekgta lain, pengertian tersebut mengarah



dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajibak orembela dirinya
dan orang lain dari segala serangan terhadap jiveamasuk hak dan
kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinyatdata orang lain dari
semua serangan yang ditujukan terhadap harta,beagifat pidana maupun
bukan’
d. Syarat-syarat pembelaan
1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum
Perbuatan yang menimpa orang yang diserang hanpstabhatan yang
melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukabuag¢an yang melawan
hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boléakuttan. Jadi,
pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik ofelividu maupun
penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan olata’'sydak disebut sebagai
serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadgknya sebagai
tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojg yaglaksanakan hukuman
potong tangan terhadap terhukum sebagai pelaksangas
Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad genangan
tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yangcdiam dengan hukuman,
tapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidakah). Demikian pula
kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh kayenaerangan orang gila

dan anak kecil dapat dilawan.

kepada tujuan pemeliharaan jiwhif¢ al-naf§. Wahbah Zuhaili menilai pengertian-pengertian
tersebut kurang lengkap, karedharurat mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang
haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka ia mamehkan selain memelihara jiwdharurat
juga memelihara akal, kehormatan dan memelihardéah&ihat dalam Wahbah al-Zuhaily,
Nazariyyah al-darurah al Syariyah ma’a al Qanun\alad’i, Damaskus: Muassasah al Risalah,
1995, him. 65.

" Ahmad Hanafipp. cit,him. 213



Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, seemgharus
berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dakué#a oleh orang yang
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadbipperbuatan (serangan)
bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melaihieaya perbuatan
yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kepakamaka orang yang
diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksan IAbu Yusuf berbeda
dengan gurunya Imam Abu Hanifah vyaitu perbuatamyaliatkan harus
berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetlpkynya tidak perlu
harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawabsema’

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yangadigebukan yang
menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakusembelaan dirinya,
kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyeraaggadakan
pembelaan diri juga, karena balasan serangan @argyang diserang semula
sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat afiken’

2) Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka pabuarang yang
baru akan diserang saja merupakan perbuatan yarigwbhean dengan
hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apaeiarkbenar telah terjadi
serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabijadieserangan yang masih
ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahayka nidak diperlukan

pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap aselmhaya maka

8 Abul Qadir ‘Audahop. cit him. 479-480.
° A. Wardi Mushlich,op. cit him. 90.



penolakannya harus dengan cara yang seimbanga daitaseperti berlindung
atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yangrzng:’
3) Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan

Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangeka cara
tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseoranghniesa menolak serangan
dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu mengcamaenjata tajam untuk
melukai atau bahkan senjata api yang dapat merhbwrang yang
menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakulpadahal tidak
diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sekagangan dan termasuk
jarimah.

Para fugaha berbeda pendapat tentang lari sebagai wentuk
menghindari serangan. Sebagaian fugaha menyatakdwmvab lari bisa
digunakan sebagai salah satu cara untuk menghisdaaingan, karena itu
dianggap sebagai salah satu cara yang paling mtetapj menurut sebagian
fugaha yang lain, lari bukan merupakan jalan umbeknbela diri*

4) Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatarusgae

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yangridiken, hal itu

bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyeranBamgan demikian,

orang yang diserang selamanya harus memakai cariaepgan yang seringan

1% 1pid, him. 91.

' Marsum,op.cit him. 168-169.

12 Ukuran kekuatan seperlunya memang relatif, dardidiasarkan atas dugaan orang yang
diserang disesuaikan dengan perkiraan yang bemar-terjadi atau dengan perbuatan yang
diniatkan oleh orang yang melakukan perbuatan. @ékeyerang tidak menggunakan senjata maka
untuk penolakannya tidak perlu memakai senjata.bA@aorang yang diserang menggunakan
kekuatan yang melebihi batas yang diperlukan, mzais bertanggungjawab atas kelebihan
perbuatanya itu. Lihat dalam A. Wardi Muslidp. cit him. 91



mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukakartadak boleh dilakukan
cara yang lebih berat.

Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubuwm=yan sangat
erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dghemampasan harta,
pembelaan belum berarti selesai dengan larinyagoang yang membawa
harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang digedaarus berupaya
mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengékara harta yang
dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekyatay diperlukan,
bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.

e. Melewati batas ukuran pembelaan diri (yanglditdan)

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengaratakyang lebih
besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harutarimggungjawab atas
tindakannya itu. Contoh:

1. Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam gefery, hamun
orang yang diserang itu memukul si penyerang malkaush
bertanggungjawab atas pemukulan tersebut.

2. Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangarun orang yang
diserang melukai si penyerang maka harus bertanggmuab atas
pelukaan itu.

3. Jika seragan dapat ditolak dengan pelukaan, tapigoyang diserang
itu membunuh, maka harus bertanggung jawab atabyrarhan itu.

4. Jika si penyerang melarikan diri dan orang yangrdisy mengejar

lalu melukainya maka harus bertanggungjawab ata&aemn itu.



5. Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, naarang yang
diserang memotong tangan atau kakinya atau memhbyaumaka
harus bertanggungjawab atas tindakannya itu
Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (tikexd® dan
tidak ada hukumannya namun jika sampai melewatishga dan mengenai
orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukdrah lagi melainkan
kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Contohngpabila seseorang
bermaksud memukul si penyerang tetapi dia terdedadna mengenai orang
lain sehingga melukai atau bahkan membunuhnya,esibpla diri harus
bertanggung jawab atas pelukaan atau pembunulsatatertersebut meskipun
bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaanHdiriini disamakan
dengan berburu binatang tapi tersalah sehingga enangrang lain. Berburu
itu adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi pembutetap
bertanggungjawab atas penembakan tersalah yang emsngmanusia
tersebut?
2. Pembelaan umurmAMmar Ma’ruf Nahi Munkay

Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingaum atau
menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusng&ukan menurut
syara’ dan mencegah apa yang seharusnya ditingg&lka

a. Dasar hukum pembelaan umum

O NGO EALL SOO0ANL €6078R¥E JIL€dCA
OV O & 3obe e Y Oe-OxE W@

13 Abul Qadir ‘Audahop. cit him. 151
% bid, him. 152
15 Marsum,op. cit him. 169
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkaintuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yaungkar, dan beriman
kepada Allah”*®

Para fugaha berpendapat bahwa pembelaan umunaitauma’ruf
nahi munkar adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditingaalk
Pembelaan umum diadakan dengan tujuan agar maaydbekdiri diatas
kebajikan dan pada individu-individu yang ada disgaakat ditumbuhkan
sifat keutamaan sehingga dengan demikian kapasjasnah dan
penyelewengan akan menjadi berkurang. Akan tefagia fugaha masih
berbeda pendapat tentang ketentuan atau batas teegibut dalam 2 hal
yaitu sifat dari kewajiban tersebut, apakahjib ain atua wajib kifayatdan
tentang orang yang terkena kewajiban tersebut.

Menurut sebagian fugaha adalah wajib ain yang diken kepada
setiap muslim, bahkan menurut mereka kewajibarelertslebih kuat dari
pada kewajiban haji, karena untuk kewajiban hagyaiatkan adanya
kesanggupan (istitha’ah), sedangkan untuk pembelammum tidak
disyaratkan kesanggupah.Para fugaha Yang berpendapat bahwa hukum
pembelaan umum hukumnya wajib kifayah berdasarkas firman Allah
SWT

¢QORR{ OO <KOOENL A2AELSQHE  II7Ee+we0
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16 Qs. Al Imran (3): 110
" Ahmad Hanafipp. cit him.219-230



“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongamat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yanguimdan mencegah
dari yang munkar merekalah orang-orang yang berogtit®

Jihad atau berperang diwajibkan atas setiap oretapit kewajiban
menjadi tehapus jika sudah ada orang lain yang aterjannya. Dalam ayat
tersebut terdapat kalimatv@ltakum minkumyang artinya adalah hendaklah
ada diantara kamu, konotasinya adalah tidak mekanjkeseluruhan umét.

Tentang orang yang diwajibkan melakukan pembelaamny
menurut sebagian fugaha adalah setiap orang. Tetapirut fugaha lainnya
yaitu hanya orang yang mempunyai kesanggupan sgpariuka agama atau
ulama’, dengan alasan dikhawatirkan jika dibebankepada setiap orang,
sedangkan orang tersebut tidak mengetahui tentakgnh Islam maka bisa
terjadi keadaan sebaliknya yaitu melarang kebaidan memerintahkan
keonaran.

b. Sumber dan hukum tindakan pembelaan umum

Ma'’ruf atau kebaikan adalah setiap ucapan atawpéah yang perlu
diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuaprdssip umum syari’at
Islam, seperti berakhlak mulia, berbuat baik kepfalar dan miskin dan
sebagainya. Munkar adalah setiap perbuatan yaamdd terjadinya menurut
syari‘at Islan?®

Menyuruh kebaikan (amar ma’ruf) bisa berupa ped@tzeperti

ajakan untuk membeantu korban gempa atau dapapd@erbuatan seperti

18Qs. Al Imran (3): 104

19 Abul Qadir ‘Audah,op. cit him. 494, lihat juga dalam Ahmad Hanaff. cit him. 220 dan
A. Wardi Muslich,op. cit,him. 95.

% Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammardzam, Qawa’id Fighiyyah
Jakarta: Amzah, 2009, him. 252-253.



pemberian contoh hal yang baik kepada orang lasa iga gabungan antara
perbuatan dan ucapan seperti mengajak untuk meargatu zakat sekaligus
mengeluarkannya. Sedangkan melarang kemungkaramn (nankar) bisa
berupa perkataan seperti melarang orang lain mmimaman keras. Dengan
demikian, menyuruh kebaikan adalah menganjurakéwkunengerjakan atau
mengucpkan apa yang seharusnya. Sedangkan melkebngukan adalah
membujuk orang lain agar meninggalkan apa yanglegmaditinggalkarf:
c. Syarat-syarat pembelaan umum
Hukum pembelaan umum adalah wajib, tetapi dalamaksahaanya

diperlukan syarat-syarat tertentu yang berkaitamgde orang yang
melaksanakannya. Syarat tersebut ada yang berkd@éagan tabiat (sifat)
kewajiban dan ada pula yang berkaitan denagn prdesar syariat.

1) Dewasa dan berakal sehatukalaj

2) Beriman

3) Adanya kesanggupan

4) Adil

5) Izin (persetujuarif

d. Syarat melarang keburukan
Untuk melaksanakan amar ma’ruf tidak diperlukanray&husus,

karena amar ma’ruf berupa nasihat, petunjuk danggaran. Jadi, bisa
dilakukan setiap saat dan kesempatan. Adapaun urméncegah

kemungkaran maka diperlukan syarat tertentu, yaitu:

2L A, Wardi Muslich,op.cit, him. 95
22 Ahmad Hanafipp. cit him. 220-221



1) Adanya perbuatan buruk atau munkar
2) Keburukan atau kemunkaran terjadi seketika
3) Kemunkaran itu diketahui dengan jelas
Dalam firman Allah SWT dijelaskan;
B-ARCOL -0 < AA Lo ¢ O& @06 O 43
FITQHE FCOBY X BX-OE€EEQ, VI I
SHSAIRNO 2T AD e SARD O  HRO G2 A Dwa S
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebeakan purba-
sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purbagéan itu dosa.
Pemberantasan kemungkaran harus dengan cara serimgagkirf>
e. Cara memberantas kemungkaran
Apabila seseorang melakukan keburukan (kemungkasadang ia
tidak tahu perbuatannya adalah keburukan, cara lyaikguntuk mencegahnya
adalah dengan meberi penjelasan dengan sikap yduag tian lemah lembut
bahwa perbuataanya itu adalah suatu perbuatanbyang.
1) Penjelasan
Jika seseorang melakukan suatu perbuatan mundé&gpr tha tidak tahu
bahwa perbuatannya adalah keburukan, maka cara lyaikguntuk
mencegahnya adalah memberi penjelasan kepadanyawabah
perbuatannya adalah suatu perbuatan mungkar
2) Memberi nasihat dan petunjuk

Ditunjukan kepada orang yang memulai suatu perbuatkan

menyadarinya bahwa perbuatan itu adalah perbuatankan Jika

% QS. Al Hujurat (49): 12



dengan nasihat dan petunjuk bisa diduga pelakwptab tersebut akan
meninggalkan kemungkaran tersebut.
3) Menggunakan kekerasan

a. Hanya dalam keadaan darurat dan orang yang melakuka
perbuatan tidak dapat diatasi dengan cara halus

b. Orang yang menggunakan kekerasan tidak boleh meargah
kata-kata yang kasar, melainkan dengan kata-kaig lyaik, benar,
sopan serta sesuai dengan kebuttthan

4) Mengadakan tindakan dengan tangan

Cara ini hanya berlaku pada perbuatan maksiat yaemurut tabiatnya
dapat mengalami perubahan materiil dan tiak benda maksiat yang
berkaitan dengan lisan dan hati.

Ada 2 syarat yang diperlukan:

a. Orang yang melakukan pemberantasan tidak perlu gueadgan
tangannya sendiri, selama pelaku dapat dan bersesligubahnya
sendiri

b. Tindakan dengan tangan harus disesuaikan denganriad’

5) Menggunakan ancaman pemukulan dan pembunuhan
Cara ini baru tahap ancaman, bukan tindakan. Ancreesebut harus
merupakan ancaman yang bisa diwujudkan, bukan arcaang tidak
boleh diwujudkan. Misalnya,nanti kamu saya derau agaya pukuli

dengan perkataan yang lebih keras.

24 Abul Qadir ‘Audah, op. cit, him. 506.
% A. Wardi Muslich,op. cit, him. 98-100



6) Menggunakan pemukulan dan pembunuhan

Cara ini beleh dilakukan dalam keadaan daruratdignnakan secara
bertahap sesuai dengan keperluan. Pembunuhan balgfadigunakan
apabila sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memnitas perbuatan
maksiat yang terjadi.

7) Minta bantuan orang lain

Apabila dengan dirinya sendiri seseorang tidak mammntuk
memberantas kemungkaran dan memerlukan bantuag laiandengan
kekuatan dan senjatanya maka para fugaha berbedaps. Sebagian
fugaha berpendapat meminta bantuan orang lain umeiberantas
kemungkaran tidak diperbolehkan karan cara terseldiawatirkan
bertambah luasnya keributan dan ketidaktentraméabserang yang
diberantas juga akan mendatangkan temannya sehirdmaat
menimbulkan peperangan. Perorangan boleh mengguraka ini jika
mendapat izin dari penguasa.

Menurut sebagian fugaha lainnya, cara tersebubkdigunakan tanpa
memerlukan izin dari penguasa sebab cara tersedmd pakikatnya sama
dengan cara lain yang menimbulkan kemungkinandiya keributan yang
lebih luas. Ketujuh cara tersebut dapat digunakdmatap siapa saja, kecuali
terhadap orang tua, suami dan pihak penguasa. Dafaen Allah SWT?
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28 bid, him. 101
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“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kajangan
menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuét fieadla ibu bapakmu
dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di anteeduanya atau kedua-
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaaniaka sekali-kali
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkat@ndan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada meezkataan yang
mulia.”?’
B. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut KUHP
1. Pembelaan Terpak&@oodweer)
a. Pengertian Pembelaan Terpaksa
Dari segi bahasanoodweerterdiri dari kata hooddan “weef.
“Nood yang artinya (keadaan) darurat.”Darurat” berarti:
1) Dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangkajsanyang
memerlukan penanggulangan segera
2) Dalam keadaan terpaksa
“Weef artinya pembelaan yang berarti perbuatan memined¢molong,
melepaskan dari bah&/alika digabungakan kedua kata tersebut maka dapat
diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaaraksspatau menolong
dalam keadaan sukar (sufi)Noodweeradalah pembelaan yang diberikan

karena sangat mendesak terhadap serangan yangSakrtsn tiba-tiba serta

mengancam dan melawan hukef.

27QS. Al Isra’ (17): 23

8 Departemen P dan K amus Besar Bahasa Indonesizt. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka,
1989, him. 156.

29 pengertian tersebut muncul karena undang-undalads tnemberi pengertian dari pada
“noodweet. Doktrin memberikan katarfoodweet bagi pasal 49 ayat (1) KUHP.

%0 Zainal Abidin FaridHukum Pidana IJakartaSinar Grafika, 2007, him. 200.



Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilang&aumelanggar
hukum  (vederrechtelijkheid atau onrechtmatighgid maka alasan
menghilangkan sifat tindak pidanatr@fuitsluitings-grondl juga dikatakan
alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yadg umumnya
merupakan tindak pidana (rechtvaardigings-gronsglitfait justificatief>*

Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 agditatjai berikut:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan pertara pembelaan
terpaksa (lijf) untuk diri atu orang lain, kehornaat kesusilaan (eerbaarheid)
atau harta benda (goed) sendiri maupun orang l&arena adanya serangan
(aanranding) atau ancaman serangan yang melawaniiufvederrechtelijk)
pada ketika itu juga.”

Contoh :

a. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingas kdéndam
mendatangi orang lain dengan memegang tongkat &dremiat ingin
memukul, maka orangyang ingin dipukul tersebut raemgl tongkat
dan memukul si orang yang ingin membalas dendaseltet.

b. Serangan terhadap barang/ harta benda adatedagr benda yang
bergerak dan berwujud dan yamglekat hak kebendaasama dengan
pengertian benda pada pencurian (pasal®368)di mencuri barang
milik ani. Sedangkan ani melihat dan meminta undikembalikan
barang miliknya tetapi budi menolak, maka ani banas merebut

barangnya dari si budi. dalam perebutan ini arpaiesa memukul

budi agar barang miliknya dikembalikan.

31 Wirjono ProdjodikoroAsa-asas Hukum Pidana Di IndonesBandung: Eresco, 1989, him.
75.

32 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana JlJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-
1,2002, him. 42.



c. Serangan terhadap kehormatan adalah seranganbgakatan erat
denganmasalah seksuakeorang laki-lakihidung belang meraba buah
dada seorang prempuan yang duduk disebuah tamé&a, dieenarkan
jika serangan berlangsung memukul tangan laki4kaki Tetpi sudah
tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jikaléditersebut sudah
pergi, kemudian prempuan tersebut mengejarnya damukulnya,
karena bahaya yang mengancam telah berdkhir.

Maka tidaklah berlaku pasal 49 ayat 1 KUHP jika:
a. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belunuldindan juga
belum memenuhi syarat onmiddelijk dreigende (dikdwnkan akan
segera menimpa)
b. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telalsael
Istilah onmiddelijk dreigendetidak ada dalam pasal tersebut dari
KUHP belanda tetapi hanya disebut serangan ogéxetijik (seketika itu). Van
hattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP Halaersebut, yang
dimaksud dengamgenblikkelijkjuga meliputionmiddelijk dreigendetetapi
usulan tersebut ditolak oleh Perlemen belanda padian 1900 karena
dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.

Tetapi dalam KUHP Indonesia yang mulai berlaku paddanuari
1918 kataonmiddelijk dreigendgserangan tiba-tiba) ditambahkan. Denagn
alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia kareegy $erjadi perampokan

dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para ppokmtu baru mendekati

33 bid, him. 43



rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak Epaeinghuni rumah
melakukan tembakan kepada para perampok, setetalppeampok dari jauh
mendekati rumah.dalam kasus tersebut sudah menupakaku serangan yang
onmiddelijk dreigendatau dikhawatirkan akan segera menirtipa.
b. Doktrin membuat syarat / unsuvodweelyaitu:

1. Harus ada serangaagnhranding, harus memenuhi syarat:

a) Serangan itu harus datang mengariéatengan tiba-tiba
Pembolehan pembelaan terpaksa bukan saja padaesaagan sedang
berlangsung akan tetapi sudah boleh dilakukan padbadanya ancaman
serangan. Artinya serangan itu secara obyektifrbediwujudkan namun
baru adanya ancaman serangfan.

b) Serangan itu harus melawan hukumederrechtelijk
Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undagng (melawa
hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melatuakum materiil)

2. Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaafY tieirus memenuhi
syarat:

a) Harus merupakan pembelaan yang terpaksa
Benar-benar sangat terpaksa artinya tidak adanattee perbuatan lain
yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak kettke@ancaman

serangan atau serangan sedang mengancam. Apabieoragy

34 Wirjono Prodjodikoropp. cit him. 79

% Serangan mengancam adalah serangan yang sed#amgbeng, artinya telah dimulai dan
belum berakhir.

% Adami Chazawipp.cit, him. 47

37 Leden Marpaungyp. cit him. 73-74

% yang dimaksud adalah jika tidak ada jalan laingyaremungkinkan untuk menghindarkan
serangan itu atau juga diselasias subsidiaritas.



mengancam dengan memegang golok akan melukai asipumuh orang
lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk faaka orang
yangv terancam itu harus lari. Tetapi apabila kegkiman untuk lari itu
tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetagsih dikejarnya, maka
disini aada keadaan yang terpaksa. Maka dari iambglaan boleh
dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatam ldalam usaha
membeladan mempertahankan kepentinganhukumnyatgeargam
b) Pembelaan itu dengan serangan setithpal
Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjarg gan sudah cukup
untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang teraregam diserang,
artinya harus seimbang dengan bahaya serangamyamgancam
3. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri seai@iu orang lain,
peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang laegnda kepunyaan
sendiri atau orang laiff.
Diri berarti badan, kehormatan adalah kekhususain pgayerangan
terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalamgapaeksuil.
4. Harus ada serangan atau ancaman serangan yangamdiakum dan
seketika, berarti ada 3 syarat:
a) Serangan seketika
b) Ancaman serangan seketika itu

c) Bersifat melawan hukufh

% vang berarti bahwa ada keseimbangan kepentingamhyang dibela dengan kepentingan
hukum yang dikorbankan atau juga disebut asasrkésegigan froposionaliteij.

“0 Apa yang dibela secara limitatif dicantumkan gbelsal 49 ayat (1) KUHP.

“l Roeslan SalelKitab Undang-undang Hukum pidandakarta: aksara Baru, 1987, him. 76.



c. Serangan yang dilakukan binatang, orang gila idatrumen security/
keamanan

1) Serangan binatang

Serangan mengancam dengan tiba-tiba tetapi seraigatidak
melawan hukum, karena binatang tidak tunduk padkurhudan tidak
mengerti hukum. Karenanya tidak dapat dimasukkapada pengertian
noodweer Hoge Raad (H. R) pada tanggal 3 Mei 1915 (N9d5INr. 9820)
tentang anjing-anjing polisi yang dikenal dengaalitp-honden arrest”. H.R
mengatakan: “penggunaan anjing-anjing polisi untudnangkap tersangka
adalah alat yang wajar digunakan da oleh sebabniélawan penangkapan
denagn perantaraan anjing bukan suakdweet.

2) Serangan orang gila

Orang gila adalah yang jiwanya dihinggapi penyatau tidak sempurna
akalnya berdasarkan pasal 44 KUHP. Perbuatan ydaiguklan oleh orang
gila adalahwedwerrechtelijk Hanya karena keadaan jiwanya, tidak dapat
dihukum, jadi dapat mengadakambdweet.

Menurut VOS, terhadap suatu serangan yang datamget@rang yang
berpenyakit jiwa yang tidak dapat mengetahui lagtang apa yang dilakukan
itu, orang tidak dapat melakukan suatoodweerkarena dalam peristiwa
tersebut orang tidak dapat lagi mengatakan terdadagya suatu serangan.

Hazewinckel-Suringa berpendapat bahwa “Perbuatamy ydilakukan
oleh seorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tidatkapat

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, akan tdtapitersebut tidak



menghapuskan sifatnya yang melanggar hukum dabupt&nnya yaitu
apabila perbuatannya itu merupakan suatu perbugdagy dilarang oleh
undang-undang.” Maka suatu serangan yang dilakukeh seorang yang
mempunyai penyakit jiwa itu tetap bersifat melangyakum?2

b. Instrumen (Alat) keamanan

Alat keamanan adalah pemasangan alat-alat untukanmgkal
serangan yang akan terjadi. Misalnya memasangndistik pada keliling
rumabh.

Menurut Prof. Pompe yang berpendapat bahwa “Selagerecuri
menguasai barang curian masih dalam jangkauan msilibebarang, maka
pemilik barang tersebut dapat melakukanodweer untuk memperoleh
kembali miliknya.” Dengan selesai kejahatan peraourtidaklah berarti
serangan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1)PKitlHjuga harus
dianggap selesai.

Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen “Bahveadweertidak
dapat dilakukan di dalam 2 peristiwa,” yaitu:

1) Peristiwa di mana suatu serangan yang bersifatwaeldwukum itu baru
akan terjadi di masa yang yang akan datang
2) Peristiwa di mana suatu serangan yang bersifatwaeldukum itu telah

berakhir®3

196

42 Bambang Poernom@sas-Asas Hukum Pidan¥ogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006, him

*3 Roeslan Salefmp. cit him. 77.



Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa gqmsianya
adalah tindakan menghakimi terhadap orang yanguberimelawan hukum
terhadap diri orang itu atau orang lagigenriching.**

Jika peristiwa pengroyokan seorang pencuri oletakbayang dapat
masuk pelampauan batas keperluan membela diriry@mgenuhi syarat-syarat
dari pasal 49 ayat 1 KUHP, maka orang-orang yangger®yok tidak dapat
dihukum. Tapi si pencuri berhak membela dimogdweer) terhadap
pengroyokan sehingga mungkin melukai salah seomdany pengroyokan
tersebut maka si pencuri tidak dapat dihukum kargremganiayaan
(mishandeliny dari pasal 351 KUHP.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui bataxi(veer excgs
a. Pengertian Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Menurut Van Bemmelenoodweer exceadalah melawan hukum atau
tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpasa disebabkan oleh
suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya seram@gang lain yang
mengancam.Perbuatan pidana tetap ada tetapi umstanggungjaawaban
pidana terhapds
Dirumuskan dalam pasal 49 ayat 2:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, gydangsung

disebabkan oleh kegoncanngan jiwa yang hebat kars@engan atau
ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

* Tindakan ini dilarang oleh undang-undang tapi mhakel pembelaan terpaksa seolah-olah
suatu eigenriching yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubuwtgmdhal serangan
seketika yang melawan hukum ini, negara tidak dapatuat banyak untuk melindungi
penduduknya, maka orang yang menerima serangatikeekang melawan hukum, diperkenakan
melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat unglindungi kepentingan sendiri atau
orang lain. Lihat dalam Adami Chazawp. cit him. 41

4> Zainal Abidin Faridpp. cit him. 200.



Dalam Teks aslinya:

“Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzean
noodzakelikjke verdediging, indien zij het onmigkigéloig is gewest van
hevigegemoedsbeweging, door de aanranding verokizaa

Penafsiran dan terjemahan yang berbeda khususnyagemas
"hevigegemoedsbewegingleh Prof. Satochid Kartanegara SH diterjemahkan
dengan, Keadaan jiwa yang menekan secara sangaseatara hebat (tekanan
jiwa yang hebat), sedang Tiraamidjaja menerjemald@mgan “gerak jiwa
yang sangat”, Utrecht menerjemahkan "perasaan spagas hati”.

Karena terjadi perbedaan mengenai terjemahan dpdesal tersebut,
maka harus diuraikan komponemobodweer exésyaitu:

1) Melampaui batas pembelaan yang perlu. Dapat dikebdtarena:

a. Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara memabdiri
adalah terlalu keras. Misalnya menyerang dengamatzed
kayu, dipukul kembali dengan sepotong besi

b. Yang diserang sebetulnya bisa melarikan diri atengelakan
ancaman kelak akan dilakukan serangan, tetapi mjagih
memilih membela diri.

Prof. Pompe berpendapat bahwa “Perbuatan melampatas
keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perboempaui batas dari
pembelaannya tiu sendiri, batas dari keperluarneiah dilampaui yaitu baik
apabila cara-cara yang telah dipergunakan untulakukbn pembelaan itu
telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengara membunuh si

peneyerang padahal dengan sebuah pukulan saja@ swdah dapat membuat



penyerang tersebut tidak berdaya. Apabila orangersebya tidak perlu
melakukan pembelaan, misalnya karena dapat mengtdamdiri dengan cara
melarikan diri. Batas dari pembelaan itu telahai®gaui yaitu apabila setelah
pembelaannya sudah selesai/ berakhir, orang ituihmagenyerang si
penyerang.”

Sedangkan menurut Hoge Raad "Hebatnya keguncangtnith
hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitmdhal melampaui
batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembel@dah dilakukan
terhadap suatu serangan yang melawan hukum yeaty texfadi deketika itu
juga”.®

2) Tekanan jiwa hebat/ terbawa oleh perasaan yan@spagas hati
“Hevigegemoedsbewegingileh Prof. Satochid diartikan keadaan jiwa
yang menekan secara hebat yang menurut Utreclein&&etakutan putus
asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahamiabpértimbangan
waras akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemmatadsar.
3) Hubungan kausal antara “serangan” dengan peraaagatganas hati
Pelampauan batas ini terjadi apabila:

a. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangaanla

sudah dihentikan
b. Tidak ada imbangan antara kepentingan yang disedang

kepentingan lawan yang menyerang.

“% Leden Marpaungpp. cit, him 80-81.



Karena pelampauan batas ini tidak diperbolehkarkanseseorang
berdasarkan pasal ini tidak dapat dihukum, tetagakokan perbuatan
melanggar hukum. Perbuatannya tidak halal, tetgglaku tidak dihukurft’

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa serangan atamaman
serangan yang melawan hukum dan menyebabkan garc@ing yang hebat
sehingga orang yang terancam melakukan tindak aigang lebih berat dari
ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuegabuttidak dipidana.

Schravendik memberikan contoh ada seorang lakidekara diam-
diam masuk ke kamar seorang gadis dengan maksughkhenenyetubuhi
gadis tersebut. Pada saat laki-laki meraba-rah#tsbgadis, terbangunlah dia.
Dalam situasi yang demikian, tergoncanglah jiwaaentamarah, bingung,
ketakutan yang hebtsehingga dengan tiba-tiba gadis itu mengambilupia
dekatnya dan laki-laki tersebut ditikam hingga rfiati

Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebah,inilaka pakar
hukum memasukkamoodweer exceske dalam alasan pemaaf karena
menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.

C. Pertanggungjawaban Pidana

" Wirjono, op. cit, him. 81.

“8 perasaan takut adakalanya hanya berupa meringamkamman seperti tindak pidana
mempersilakan anak di bawah umur 7 tahun agar ditam dan dipiara oleh orang laito (
vondelingleggendari pasal 305 KUHP, menurut pasal 308 KUHP hukoningang diancamkan
dalam pasal 305 KUHP dikurangi separuh apabilaysgan itu dilakukan oleh seorang ibu pada
waktu dekat anak itu dilahirkan olehnya dan merestakutan oleh khalayak ramai bahwa ia
sudah melahirkan. Hal tersebut biasanya terjaldiadipernikahan. Lihat dalathid, him. 81-82

49 Jonkers J.BHandboek van het Nederladsch Indische Strafrdatam Adami Chazawip.
cit, him.53.



A. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Isla
a. Pengertian dan sebab-sebab penghapus tindaknapid#alam
pertanggungjawaban pidana
Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, noaldi aturan
yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengaraniya maupun
hubungan sesama manusia itu sendiri. Salah sahg rirgkup itu adalah
hukum pidana Islam yang dalam tradigiih disebut dengan istilajarimah
atau jinayah yang secara terminologis bermakna tindak pidaaa delik
yang dilarang oleh syari'at dan diancam dengan mmakubagi pelanggarnya.
Salah satu prinsip dalam syari'at Islam adalah mesg tidak
bertanggung jawaB kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatmeyalisi
dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab até#sig@tan jarimah orang
lain.
Prinsip tersebut berkali-kali ditandaskan dalamQat-an dalam
beberapa ayatnya yaitu sebagai berikut :
B HO0 WHIIGOW * Lo i €OIBXKNAOL In=dL
SHAORE v x e+ @0 § AT XX M=) 0060 €0>260
VOO e ++@0 F o O&IOMHEN -+ RO SeyHli¢lr On->E
oMERY 2> OB EAL] €0 O <O N ¢0
HAEROROESVROww JGHAERDQ{YHE OO0 HAENB=¢0
40> ARVHEINOTL YOO F2 €= A o HOV
Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuharaise Allah,
Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dalaklah seorang

membuat dosa melainkan kemudharatannya kembalideedainya sendiri;
dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosagplain'.>*

%0 pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syésizEm adalah pembebanan terhadap
seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilgeangia kerjakan dengan kemauan sendiri dan
ia sadar akibat dari perbuatannya itu. Lihat dalaby. Salam AriefFigh Jinayah Yogyakarta:
Ideal, 1987, him. 45.

*1QS. Al-An'am (6) : 164.



ARG ORAR . 48 -+ RO &IMOBO 6 Q@ “ny@ A e T3
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memipareelain apa
yang telah diusahakanny2®

B OQONOGHOCRH: 4L O QHOBO =Pk IOY
o 4460 A SORERD w0 €750 AxRO] (¢80
0O RADcH erw BHO*H DO N @@= 40

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saléhaka

(pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapangerjakan perbuatan
jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; darkakekali tidaklah Rabb-

mu Menganiaya hamba-hambaNya®’

@0 DPYORE 4000 F@AMUECR I=AOrD>¢Q I8
@0 o 20 WO * Lo 3 PHOCO ITYE D€Owe §OZY®
FCOORO O

“Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, aysc akan diberi

pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak meadpelindung dan tidak
(pula) penolong baginya selain dari AllaR®

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai simatak pidana
sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melaBargu perbuatan dan

pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersedratkkibat pada pelaku

tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidara-Mas’uliyyah al-Jiriyyah) ditegakkan

atas 3 hal, yaitt®

a. pelaku melakukan perbuatan yang dilarang
b. pelaku mengerjakan dengan kemauan se(mdirkhtar)
c. pelaku mengetahui akibat perbuatannyadrik)
Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sghifiga salah satunya

tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaidamp.

*2QS. An-Najm (53) : 39.

%3 QS. Al-Fussilat (41) : 46.

* QS. An-Nisa’ (4) : 123

%5 Ahmad Hanafipp. cit,him.154.



Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hdlpat berupa
berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapdtukdim apabila
perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbyatma atau peristiwa
pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat nalalmukum, perbuatan
tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yarakuddn merupakan
perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatag glapat dihukum?®
Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah dapat dipatsiehn terhadap pelakunya
apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup udair,bebas berkehendak.
Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur geksdan dalam keadaan
kesadaran yang periih

Sedangkan menurut syari'at Islam pertanggungjawalpgsiana
didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan bemk pilihan ifadah dan
ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbedabetenurut
perbedaan masa yang dilalui hidupfya.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, y&itu
a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan it
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah
c. Si perbuat adalah mukallaf
Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itikkdiutetapi ada

yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk,dzla belum dewas4.

*% Haliman,op. cit him. 66.

" Abd. Salam Ariefpp. cit, him. 4.
%8 Ahmad Hanafipp. cit, him. 280.
*9 Marsum,op. cit, him. 6.

% bid, him.174.



Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada mukatlaf dua
syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif nyala harus
mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan &@fQdan
sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.

b. Sang mukallaf harus orang yang ahli dengan segaaiy dibebankan
kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adedddyakan atau
layak.

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila tedatlapat pada
seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawdbdnprinsip dasar dari
kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan sdakhn dengan
menggunakan akalnya. Tanggung jawab dapat diarbkatindak tepat tanpa
perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab ra&arp sikap tidak
tergantung dan kepekaan terhadap perasaan oranglé@asnya pengertian
tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ddanddiri seseorang bahwa
setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi ofaimg maupun bagi
dirinya sendiri.®*

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban piddapat
terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu batk lyerkaitan dengan
perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebalbsetay berkaitan dengan

keadaan pembuat defik Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan

61 Alex Sobur Komunikasi Orang Tua dan AnaBandung: Angkasa, 1991, him. 63.

%2 Rahmat HakimHukum Pidana Islam (Figh Jinayatandung : Pustaka Setia, 2000, him.
177.



adalah perbuatan yang mubah (tidak dilarang), sf@en dalam keadaan
kedua perbuatan tersebut tetap dilarang tapi talgituhi hukuman ketika

melakukanny&>

Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaarkshpdidak akan
ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbakarnya, kemudian
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keatidak sadar seperti
mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetégur. Maka secara
hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dentyadak pidana yang
dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak esgosang yang dalam

keadaan gila atau sakit saraf.

a. Pembolehan perbuatan yang dilarang.

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukdam Istu
diharamkan tetapi terdapat pengecualian vyaitu pé&hbn sebagaian
perbuatan yang dilarang bagi orang yang memilikakier-karakter khusus
sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakatintuenadanya
pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkemaokéuk melakukan
perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannyz unencapai suatu
tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Contohmgmbunuh. Perbuatan
ini diharamkan bagi setiap orang. Hukuman bagi pemabh sengaja adalah
gishashyaitu hukuman mati. Tetapi hukum Islam meberikak ldalam
pelaksanaan hukuman mati kepada wali korban.

b. Hak dan kewajiban

8 Abdul Qadir ‘Audahpp. cit him.135



Antara hak dan kewajiban pada dasarnya adalahalushg berbeda.
Melakukan hak hanya bersifat boleh, sedangkan mktakkewajiban bersifat
harus secara mutlak. Meskipun hak dan kewajibabegler pada tabiatnya,
keduanya sejalan dari segi pidana yaitu bahwa péahuyang dilakukannya
baik menjalankan kewajiban maupun menggunakan lekpakan perbuatan
yang diperbolehkan dan tidak dianggap sebagaikipiiana. Satu perbuatan
dianggap sebagai hak bagi seseorang, namun diasghapai kewajiban bagi
orang lain. Misalnya: membunuh sebagai hukummshashadalah hak bagi
wali korban tapigishashmenjadi wajib bagi algojo yang ditugaskan untuk
menjalankannya. Pendidikan dalam mazhab hanafahdalk bagi suami dan
ayah, namun merupakan kewajiban bagi guru dan pEmnga

1) Hak tidak mungkin dapat dijatuhi hukuman karena imggalkannya,
sedangkan kewajiban ada kemungkinan dijatuhi hukurkarena
meninggalkannya. Ketetapan ini telah disepakah pkra fugaha

2) Hak terikat dengan syarat keselamatan, sedangkamjikan tidak
terikat dengan syarat keselamatan. Maksudnya, orzang
menggunakan haknya senantiasa bertanggungjawatkegalmatan
objek karena dia dapat memilih antara melakukarbysan yang
menjadi haknya atau meninggalkannya.

Orang yang memiliki kewajiban dia tidak bertangguagvab atas

keselamatan si objek karena keharusan untuk mekgaia kewajiban
tersebut dan tidak bisa dittinggalkannya (menumwarh Abu Hanifah dan

Iman Asy- Syafi'i). Adapun Iman Malik dan Imam Ahthain Hanbal



berpendapat bahwa hak sama seperti kewajiban vk terikat oleh
syarat keselamatan karena menggunakan hak dalamsabayang telah
ditetapkan  merupakan perbuatan yang mubah dimandak ti
adapertanggungjaawaban terhadap sesuatu yangalatecan®

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena Ihgdiig bertalian
dengan pebuatan atau karena hal-hal yang bert@d¢iagan pelaku. Sebab-
sebab yang berkaitan dengan perbuatan yang dipbkaoi disebuasbab al
—ibahah Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan denganakeaéiaku
disebutasbab rafi al-ugubah.Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip
Ahmad Wardi Muslich menngemukakan bahwa sebab ag@tannya
perbuatan yang terlarang terdapat enam macam%aitu:

a. difa’ asy-syar’i(pembelaan yang sah)

b. ta'dib (mendidik)

C. pengobatan

d. permainan kesatriaan

e. halalnya jiwa, anggota badan dan héditidar) seseorang

f. hak dan kewajiban penguasa

Asbab raf’i al uqubaherbagi menjadi empat yaitu:

a. Paksaan

b. Mabuk

c. Gila

d. Anak di bawah umur

®1bid, him. 136-137.
8 A. Wardi Muslich,op. cit, him. 85.



3) Sebab dan tingkat pertanggung jawaban pidana
Apabila pertanggungjawaban pidana tergantung kepadanya
perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan nreldw&um itu
bertingkat maka pertanggungjawaban juga bertinikgkat. Hal ini
disebabkan karena kejahatan seseorang itu erabhkgd dengan niatnya.
a. sengajadl Amdy
b. menyerupai sengaj&yibhu al ‘Amil
c. keliru (al Khata)®®
4) Yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana
a. Pengaruh tidak tahu
Ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalalmwh pelaku
tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilar&keguali mengetahui
dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatamtgnseka tidak dibebani
pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kemumgiimak mengetahui
maka setiap mukallaf dianggap mengetahui semua nmulitau undang-
undang walaupun dalam kenyataannya banyak dari kaeyang tidak
mengetahui.
Tidak tahu tentang arti suatu undang-undang dipgakan dengan
tidak tahu bunyi undang-undang itu sendiri dan kKedtannya, maka tidak
bisa diterima sebagai alasan pembebasan hukumdamDOsukum positif

kesalahan pengertian ini disebut sebagai salain. tafs

% |bid, him. 77-78.



Salah satu contoh yang terkenal dalam syariatmisiantang salah
tafsir adalah bahwa kelompok kaum muslimin di ned&am, minum
minuman keras karena menganggap minuman tersebataltian, dengan

beralasan firman Allah SWT
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“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang berimadan
mengerjakan amalan yang saleh karena memakan maksgaag telah
mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa sdrggiman, dan
mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian kaetetap bertakwa
dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertaéteua berbuat kebajikan.
dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kelaayil¢’

Tetapi meskipun mereka salah menafsirkan ayat tetsetereka tetap
dijatuhi hukuman juga.
b. Pengaruh lupa
Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu dksmarl Dalam
syari'at Islam, lupa disejajarkan dengan keliru.
Para fugaha terbagi dua kelompok dalam membahasnmhultan
pengaruh lupa:
a) Lupa adalah alasan yang umum baik dalam urusamlibadupun
pidana. Berdasarkan prinsip umum yang menyatakawdarang
yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena, Itidak

berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun damiketap

7.QS. Al Maidah (5): 93.



dikenakan pertanggungjawaban perdata apabila perbum
menimbulkan kerugian orang lain.

b) Lupa hanya menjadi alasan hapusnya hukuman akhisa&na
hukumna akhirat didasarkan atas kesengajaan seatanglang
lupa kesengajaan itu sama sekali tidak ada. Untidkiinan dunia,
lupa tidak bisa menjadi alasan hapusnya hukumara ssekali
kecuali hal yang berhubungan dengan hak Allah dersyarat
adanya motif yang wajar untuk melakukan perbuatanity dan
tidak ada hal yang mengingatkannya sama sekali.

Meskipun demikian pengakuan lupa dari pelaku tidalsa
membebaskannya dari hukuman sebab pelaku harug degrabuktikan
kelupaannya dan hal ini sangat sulit dilakukan.

c. Pengaruh keliru

Keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendalkaku. Dalam
jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku igtan perbuatan tersebut
bukan karena niat atau kesengajaan melainkan k&edakian dan kurang
hati-hati. Dalam segi pertanggungjawaban pidanangraang Kkeliru
dipersamakan dengan orang yang sengaja berbudtilaaparbuatan yang
dilakukannya itu merupakan perbuatan yang diladely syara’.

Sebenarnya pertanggungjawaban pidana hanya dibatakdpada
perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara’idiak dikenakan terhadap

kekeliruan.



Dengan adanya ketentuan pokok dan yang satu lagupalean
pengecualian dari ketentuan pokok maka untuk ddpa&nakan hukuman
atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapantkein yang tegas dari
syara’. Jadi apabila syara’ tidak menentukan hukuomtuk suatu perbuatan
karena kekeliruan maka tetap berlaku ketentuankpgiitu bahwa perbuatan
tersebut tidak dikenakan hukum%n.

Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan huboggadengan
pertanggungjawaban pidana ada 3:

1. Perbuatan langsungn(basyaroh
Suatu perbuatan yang dengan langsung tanpa peraeian menimbulkan
jarimah dan sekaligus menjadi illat bagi jarimalrsédut, seperti
penembakan seseorang dengan pistol terhadap oraimg jang
mengakibatkan kematian

2. Perbuatan sebab

Suatu perbuatan yang secara tidak langsung merkarbyarimah dan

menjadi illat-nya pula, tapi dengan perantara perbuatan lain, sepert

persaksian palsu atas orang yang sebenarnya tetskldh bahwa telah
melakukan pembunuhan

3. Perbuatan syarat
Suatu perbuatan yang tidak menimbulkan jarimahtiak menjadillat-
nya seperti orang yang membuat sumur untuk kepesahari-hari tetapi

digunakan oleh orang lain (orang kedua) untuk miemeskan orang

8 A. Wardi,op. cit hlm.78-80



ketiga sampai meninggal. Dalam contoh tersebutyadaumur menjadi
syarat kematian korban dan penjerumusan adalaligterblangsung.

Bagi pembuat syarat, tidak ada pertanggungjawaldana selama
dengan perbuatannya itu tidak bermaksud untuk setti, memudahkan
atau memberi bantuan untuk terlaksananya jarimadai®kan bagi
pelaku perbuatan langsung dan sebab dikenakannggttagjawaban
pidana atas perbuatannya karena keduanya merupidlkin(sebab)
adanaya jarimaf?

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjamalpidana
terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan meldw&om, sehingga
seseorang mendapatkan pidana tergantung pada ldyaiha™

a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum

b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus adigur

kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaa

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh MartimanoRamidjojo,
unsur-unsutoerekenbaarheidpertanggungjawaban), adaldh :
a. Kemampuan berfikirgsychi3 pada pembuat yang memungkinkan
pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kekeyala

b. Dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya.

%9 Marsum,op. cit,him. 84

® Martiman Projohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2
Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, him. 31.

™ 1bid., him. 32.



c. Pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengampadnga
(tentang makna dan akibat)

Satochid Kartanegara menyatakan bahwarekeningsvatbaarheid
atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengeadaka jiwa seseorang,
sedangkan toerekenbaarheid (pertanggungjawaban) adalah mengenai
perbuatan yang dihubungkan dengan sipelaku atabystm

Dalam sistem hukum pidana positif (KUHP), pelakudék pidana
tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapaard@eniadaan pidana
sebagai berikut?

a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan parbysdand?

adalah:
1) Keperluan membela diri atau
noodweer(Pasal 49 ayat 1 KUHP)
2) Melaksanakan ketentuan undang-

undang (Pasal 50 KUHP)
3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oketrasi\g penguasa
yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP)
Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukdari suatu

tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi bigdehkan.

2 Andi Hamzah, op. cit, him. 143. Dasar peniadaan pidana adalah alasaaralgang
memugkinkan orang yang melakukan perbuatan yangemeii rumusan delik tidak dipidana,
Lihat dalam, Sudartdjukum Pidana,|Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, him. 138

3 Yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawanrhoka perbuatan, sehingga apa yang
dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut lwemar.Tidak pidananya terdakwa karena
perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukanpeybuatan. Walaupun dalam kenyataanya
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindaknpidékan tetapi karena hilangnya sifat
melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana. Litsd&m, Moeljatnogp. cit,hlm. 137.



b. Alasan yang memaafkan pel&kinal ini termuat dalam :

1) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorarak tdbpat
dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkaanyjiav cacat dalam
tubuhnya ¢ebrekkige ontwikkeling atau terganggu karena penyakit
(ziekelijke storiny

2) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang okelakperbuatan
karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana

3) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelagaksa yang
melampaui batas, yang langsung disebabkan olehnkaggan jiwa yang
hebat karena serangan atau ancaman serangadatudipidana.

4) Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pi#tarena perintah
jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, derikad baik mengira
bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelakega termasuk
dalam lingkungan pekerjaanya.

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yaegpengaruhi
pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku paga kejahatan terhadap

nyawa.

Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yaayatddipidana
haruslah ada unsur-unsur tertentu di dalamnya,reurssur tersebut menurut

hukum positif yaitu : Suatu perbuatan, Perbuatanditarang dan diancam

" yaitu alasan yang menghapuskan kesalaahan terd®exauatan yang dilakukan terdakwa
bersifat melawan hukum, tetapi tidak dipidana karédak ada kesalahdhPerbuatan tersebut
walaupun terbukti melanggar undang-undang (bersifdlawan hukum), namun karena hapusnya
kesalahan pada diri terdakwa, maka perbuatanny#idék dapat dipertanggungjawabkan.lihat
dalam, Adami Chazawgp. Cit,him. 19.



dengan hukuman, dan Perbuatan itu dilakukan olemgoryang dapat

dipertanggungjawabkah

S Leden Marpaungpp. cit,him. 4.



